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PRESIDEM
REPUBLIK. INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1981
TENTANG

KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PEMBANGUNAN DI DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

. a bahwaagar tugas dan fungs pengawasan pel aksanaan pembangunan di daerah

dapat dilakukan lebih serad dan lebih terarah sesuai dengan rencana,
program dan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan
hasilguna dan dayaguna pengawasan maka perlu ditingkatkan
pengenddian dan pengawasan pembangunan di tingkat daerah;

. bahwa berhubung dengan ha tersebut dipandang perlu membentuk Team

Koordinas Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah;

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3037) ;

. Keputusan Presden Nomor 70 Tahun 1971 Tentang Tata Kerja

Pengawasan K euangan Negara ;

. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974 Tentang Inspektur Jenderal

Proyek-proyek Pembangunan;

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok

Organisasi Departemen;

. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisas

Departemen, sebagaimana telah beberagpa kali diubah dan ditambah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980,

. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 Tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungss dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur
Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Susunan Organisas
Stafnya jo Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1978 ;

. Keputusan Presden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah ;
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KO-

ORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DI DAERAH.

BAB |

TUGASPOKOK, SUSUNAN ORGANISAS, DAN WEWENANG
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Pasal 1

(1) Koordinas pengenddian dan pengawasan pembangunan di daerah
dilakukan oleh Team Koordinas Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan di Dagrah yang sdanjutnya ddam Keputusan Presden ini

dissbut Team;
(2) Team sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok,
membantu  Gubernur Kepala Daerah Tingkat | di  daam

mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
pembangunan Pusat dan Dagrah di Wilayah yang bersangkutan dan
bertanggung jawab kepada Gubernur KepaaDaerah Tingkat 1.

Pasal 2
(1) Team sebagaimanadimaksud daam Pasal 1 terdiri dari :

a Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat |
berkedudukan sebaga Ketua merangkap Anggota;

b. Kepda Inspektorat Wilayah Propinsi berkedudukan sebagai Wakil
Ketua merangkap Anggota;

C. Kepaa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran,
Departemen K euangan berkedudukan sebagai Anggota;

d. KepaaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara, Departemen Keuangan berkedudukan sebagai Anggota;;

e. Kepaa Cabang Bank Indones a berkedudukan sebagai Anggota ;

f. Kepala Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat | berkedudukan sebagal Sekretaris.

(2) Di ddam menjdankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud ddam Pasal 1
ayat (2), atas petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat | ,Team dapat
meminta kehadiran Kepaa Kantor Wilayah dan atau Pemimpin Proyek
sertapg abat-pgabat lainnyayang bersangkutan.

Pasal 3

Jka dipandang perlu Team sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas petunjuk
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dapat memutuskan untuk diadakan penditian
dan atau penydidiKan padaingtans dan atau proyekproyek yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Team dapat memintabahan atau keterangan dari Instansi-ingans Vertikd di
Wilayah propins Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan,

(2) Jka dipandang perlu Team dapat mengusulkan kepada Gubernur Kepda
Daerah Tingka | dan aauindans yang berwenang di bidang pengawasan untuk
mengadakan penydidikan dan atau pemeriksaan setempat pada |okas-lokas
proyek pembangunan dalam rangka mdaksanakan ketentuan sebagamana
dimaksud ddam Pad 3,

Pasal 5

Dalam hal yang menyangkut pelaksanaan tugas Operasi Tertib
sebagamana dimaksud ddam Indruks Presden Nomor 9 Tahun 1977 di daerah
yang bersangkutan, maka atas petunjuk Gubernur Kepaa Daerah Tingkat |, Team
dgpat meminta bantuan Pelaksana Khusus Daerah dan aau gparat penegak hukum di
daerah.
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BAB II
TATAKERJA

Pasal 6

(1) Team menydenggarakan rapat-rgpat koordinas yang dipimpin oleh Ketua
Team atau Wakilnya

(2) Rapat koadines Team sdbagamana dimeksud ddam aya (1)
disdenggarakan secara berkaa sediki-dikitnya 1(satu) kdi ddam sebulan
dan sawaktu-waktu menurut kebutuhan.

(3 Rapat koordines Team sebagamana dimeksud ddam ayat (1) secaa
terbatas dan sewaktu-waktu dapat dihadiri olen pejabat-pgaba dari ingtans
lainnyayang bersangkutan,

Pasal 7

Rapat koordines sebagamana dimaksud ddam Pasd 6 memutuskan sarta
menetapkan langkah-langkah penydesaian aas hasl pengawasan yang
dilakukan oleh aparat-aparat pengawasan yang adadi Daerah.

Pasal 8

(1) Penditian dan aau penydidikan sebagamana dimaksud ddam Pasa 3
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata Cara penditian dan atau penydidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan berdasarkan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkeat
l.

BAB IlI
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Team waib membuat laporan secara berkaa dan sewaktu-waktu
tentang hadl-hadl kegiadannya sata saran-saran penyelesaian atau
penanggulangan masd ah-masd ah yang ditemukan

(2) Laporan sebagamana dimaksud ddam aya (1) disampakan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, Menteri atau Ketua/Kepaa
lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada

a Meatei Negaa Pengavasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sepanjang mengena bidang pd aksanaan pembangunan ;

b. Menteri Negara Penartiban Aparatur Negara, sepanjang mengena bidang
penertiban goardur;

C. Metei Dalam Negeri.

(3 Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
setelah berkonsultas dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur
Negara

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat | bertanggung jawab atas
pelaksanaan dan atau penyelesaian masalah-masalah yang di
Laporkan oleh Team sebagamana dimaksud dalam Pasd 9 sesua
dengan petunjuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup dan atau M enteri Negara Penertiban Aparatur Negara
setdah berkonaultas dengan Menteri/Pimpinan Ingang yang bersangkutan,

(2) Tindak lanjut aas Laporan tersebut dilgporkan oleh Gubernur Kepda
Daerah Tingkat | kepada :
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a Meatei Negaa Pengavasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sepanjang menyangkut bidang pd aksanaan pembangunan;

b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sepanjang
menyangkut bidang penertiban aparatur.

Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | sebagamana dimaksud
daam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
dan Menteri atau K epa alK etua L embaga yang bersangkutan.

Pasal 11

Masdah-masalah yang tidak dapat diselesakan di tingkat daerah
dilaporkan oleh Gubernur KepdaDaerah Tingkat | kepada;

a Meatei Negaa Pengavasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
segpanjang menyangkut bidang pdaksanaan pembangunan  yatu
pelaksanaan  proyek-proyek dan atau  program-program
pembangunan ;

b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sepanjang
menyangkut bidang penertiban aparatur.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Menteri atau Ketuad Kepada Lembaga yang
bersangkutan sertaMenteri Ddam Negeri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Biaya Sekretariaa Team dibebankan pada anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I.

Pasal 13

Hal-ha yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih
lanjut oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Keputusan Presden ini mulai berlaku padatanggd ditetgpkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggd, 16 Mea 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA
ttd
SOEHARTO
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